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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2027
dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan dan penganggaran belanja
daerah, guna mewujudkan prinsip good governance yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota ini merupakan amanat dari Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang
mewajibkan adanya standar harga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA).

Rancangan ini diharapkan mampu memberikan kepastian harga bagi barang dan jasa,
meminimalisir risiko kemahalan harga, serta meningkatkan kualitas belanja daerah yang

berbasis kinerja.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan
berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan kontribusi, saran, dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen
ini.

Mengingat pentingnya dokumen ini sebagai landasan penyusunan APBD, diharapkan

Rancangan Peraturan Wali Kota ini dapat ditetapkan dan diimplementasikan secara optimal.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.

Urgensi Perencanaan: bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 memerlukan instrumen penganggaran
yang akurat sejak tahap perencanaan.
Fungsi Standar Harga: sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk

menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda
tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dan perubahannya.

Argumentasi: pembentukan Peraturan Wali Kota ini memerlukan keterangan/
penjelasan untuk menjelaskan perbedaan penggunaan Standar Biaya Umum dan
Standar Satuan Harga, tata cara penyusunan, dan perubahan Standar Harga.

B. ldentifikasi Masalah
1. Perbedaan Jenis Fungsi: belum pahamnya perangkat daerah dalam memilih, dan

menggunakan jenis-jenis Standar Harga berdasarkan fungsinya masing-masing.
Tata Cara Pengusulan: masih terdapat keberagaman format pengusulan standar

harga dan kurang tepatnya substansi usulan yang diajukan oleh perangkat
daerah.

Syarat Administratif: menjadi syarat yang diamanatkan oleh peraturan vertikal

dalam penyusunan APBD Pemerintah Kota Surakarta.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali) tentang Standar

Harga adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel.Secara rinci, tujuan utamanya meliputi:

a.

Sebagai Pedoman Anggaran: Menjadi acuan resmi bagi Satuan Perangkat Kerja
Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) agar biaya
kegiatan lebih terukur.

Kepastian Harga: Memberikan patokan harga barang dan jasa yang jelas, realistis,
dan seragam, guna menghindari ketimpangan harga antar dinas.

Meningkatkan Kinerja: Mengatur biaya standar untuk berbagai jenis kegiatan agar
kinerja ASN maupun Non-ASN lebih optimal.



d.

e.

Tertib Administrasi: Menciptakan ketertiban dalam perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, sehingga mempermudah proses pemeriksaan (audit).
Dengan adanya Perwali ini, diharapkan tidak terjadi pemborosan anggaran

(efisiensi) dalam perencanaan dan penggunaan anggaran daerah

D. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7);

BAB Il
POKOK PIKIRAN

Standar harga mencakup harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh

pemerintah pusat maupun daerah sebagai acuan tertinggi dalam penyusunan

perencanaan kerja dan anggaran yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola

keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan transparan.



Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui komitmen dalam
perencanaan anggaran yang rasional maka diperlukan Peraturan Wali Kota tentang

Standar Harga sebagaimana dimaksud.

BAB lli
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan
1. Sasaran: tersedianya pengaturan yang jelas dan rinci mengenai Standar Harga
yang terdiri dari Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Satuan Harga (SSH).
2. Jangkauan: seluruh perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pihak di
luar Pemerintah Kota Surakarta yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa
dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk APBD Tahun Anggaran 2027.
3. Arah Pengaturan: mencapai keseragaman perangkat daerah dalam memilih dan

menggunakan SSH dan SBU sesuai peruntukannya dan keseragaman perangkat
daerah dalam mengusulkan standar harga.

B. Ruang Lingkup Materi

1. BAB |l: KETENTUAN UMUM

2. BAB II: RUANG LINGKUP STANDAR HARGA
a. Bagian Kesatu: Umum
b. Bagian Kedua: SBU
c. Bagian Ketiga: SSH

3. BAB IV: PERUBAHAN STANDAR HARGA

4. BAB V: KETENTUAN PENUTUP

5. Lampiran yang terdiri dari Format Nota Dinas Usulan Standar Harga, Daftar
Rincian Usulan Standar Harga Tahun Anggaran 2027 dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak.



BAB IV
PENUTUP

Simpulan

Rangkuman Pokok Pikiran: Penetapan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga
2027 sangat krusial sebagai salah satu persyaratan penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2027 serta memberikan kepastian hukum dalam memilih dan
menggunakan SBU dan/atau SSH.

Usulan Tanggal Penetapan: mohon untuk ditetapkan di awal April 2026 atau sebelum
ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2027.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah
" Kota Surakarta,

ri Hastuti, S.E.
Pembina TinggA /IVb
NIP. 19730126 199903 2 005
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7);
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